BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.24.2/ 35 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud)
dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu
membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud)
Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan
Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap
Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor Negara
Republik Indonesia Nomor 5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan
Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 16);
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019

tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan
(Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap
Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 803);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022

tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2022 Nomor 315);

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor
285);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh

Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan

Keputusan Bupati ini.

Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh

Singkil Tahun 2025 memiliki tugas:

a. melakukan sosialisasi regulasi dan budaya yang
beriorentasi pada kendali mutu dan kendali biaya;

b. meningkatakan budaya pencegahan kecurangan
(Fraud);

c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi
dan/atau tata kelola klinis yang baik;

d. Melakukan wupaya deteksi dan penyelesaian
kecurangan (Fraud);

e. monitoring dan evaluasi; dan

f. pelaporan.

Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh

Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada ta_nggal 2? ,WC! ’f/ 202¢%
i 27 Renoclharf) iyt (.
rBUP ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh

Singkil;




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

NOMOR 400.7.24.2/ Z¢ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN

KECURANGAN
PELAKSANAAN

(FRAUD) DALAM

PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DI
TAHUN 2025

KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAFTAR PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

JABATAN DALAM

NO JABATAN POKOK s
1 2 3
1. | BUPATI ACEH SINGKIL PENGARAH
2. | Pt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PENANGGUNGJAWAB
3. | KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL KETUA I
4. | INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL KETUA m
5 SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIS 1
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS
6. | KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIS II
. | ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN U
* | RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
8. | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL ANGGOTA
o | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH FT—
SINGKIL
Lo, | DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH P——
* | KABUPATEN ACEH SINGKIL
11. | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ANGGOTA
o gigm BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN CABANG TAPAK P
e INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH Il PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH —
SINGKIL
B KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS s
' | KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
|5, | SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN —"
* | KABUPATEN ACEH SINGKIL
16. | KETUA ORGANISASI PROFESI KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL ANGGOTA

/
rBUP I ACEH SINGKIL, —e




